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2.1 Penelitian Terkait 
Penelitian terkait dilakukan oleh Akbar (2015) mengenai Analisis Kebijakan 
Pengembangan Energi Terbarukan di Kabupaten Kampar mengatakan bahwa kebijakan 
pengembangan energi terbarukan di Kabupaten Kampar belum ada namun beberapa proyek 
pengembangan energi terbarukan sudah ada seperti pembangkit listrik tenaga Mikrohidro, 
SHS (Solar Home System) dan Bioenergi. Faktor yang mempengaruhi lambatnya 
pengembangan energi terbarukan di Kabupaten Kampar antara lain perijinan pembebasan 
lahan, sumber daya manusia yang belum memadai dan penguasaan teknologi yang masih 
rendah. Faktor-faktor yang mendorong pengembangan energi terbarukan di Kabupaten 
Kampar adalah ketersediaan dana APBN dan APBD dan ketersediaan sumber daya alam 
yang melimpah. 
Triatmojo (2013) juga melakukan penelitian mengenai Dinamika Kebijakan 
Diversifikasi Energi di Indonesia : Analisis Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan di 
Indonesia mengatakan bahwa sistem energi Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan 
serius. Setidaknya dalam tiga kelompok besar permasalahan energi nasional yaitu tingkat 
elektrifikasi yang masih rendah, ketergantungan pada sumber energi fosil, dan rendahnya 
pemanfaatan energi baru terbarukan. Kebijakan energi Indonesia sebenarnya telah 
memasukkan program diversifikasi energi untuk mengurangi konsumsi minyak bumi dari 
total konsumsi energi di Indonesia. Berbagai kebijakan energi nasional yang dikeluarkan 
pemerintah sejak tahun 1981, selalu memasukkan program diversifikasi energi sebagai salah 
satu program utamanya. Sayangnya, berbagai program diversifikasi energi itu sukar dilihat 
hasilnya. Kegagalan kebijakan diversifikasi energi di Indonesia terlihat dari lambatnya 
pertumbuhan energi non- BBM dan masih tingginya konsumsi BBM. Diversifikasi energi 
Indonesia sebagai aset luar biasa bagi pengembangan teknologi energi nasional. 
Penelitian lain juga dilakukan oleh Aryani (2012) mengenai Skenario Kebijakan 
Energi Indonesia hingga tahun 2035 mengatakan bahwa kelangkaan energi Indonesia saat ini 
sebagian besar dipengaruhi oleh buruknya sistem tata kelola energi. Temuan atas berbagai 
inkonstitusionalitas kebijakan, serta fragmentasi kebijakan yang sangat menonjolkan ego-
sektoral sangat mendominasi pola pengelolaan energi Indonesia. Di sisi lain, kebijakan energi 
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Indonesia belum berlandaskan pada integrasi dengan sektor-sektor lain di luar energi seperti 
sektor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan teknologi.  
Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Tampubolon (2008) mengenai Kebijakan 
Energi Biomassa Kayu Bakar mengatakan bahwa Peningkatan pemanfaatan energi biomassa, 
khususnya kayu bakar, dalam rangka diversifikasi energi sejalan dengan Kebijakan Energi 
Nasional dan sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan energi Indonesia. Meskipun 
kontribusinya hanya 0,766% dari total konsumsi energi nasional pada proyeksi tahun 2025 
namun dapat memenuhi sekitar 80% kebutuhan energi mayoritas penduduk Indonesia yang 
tinggal di pedesaan. 
Nugroho (2008) juga melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan Pemerintah 
Dalam Optimalisasi Pemanfaatan Energi Panas bumi dan mengatakan peraturan perundang-
undangan yang disusun pemerintah sangatlah berpengaruh terhadap perhitungan 
keekonomian investasi proyek panas bumi bagi para investor dan tidak adanya tumpang 
tindih kewenangan dan kebijakan, serta kebijakan (regulasi) yang tepat menunjukkan 
konsistensi hukum dalam sektor ketenagalistrikan panas bumi. 
Berdasarkan beberapa penelitian di atas, didapat kesimpulan bahwa penelitian yang 
dilakukan hanya membahas masalah kebijakan secara umum tanpa melihat aspek-aspek yang 
lain yang menghambat kebijakan energi terbarukan seperti faktor eksternal dan internal yang 
terjadi. Didalam penelitian ini penulis akan membahas faktor-faktor yang menjadi pendukung 
dan penghambat dari kebijakan energi terbarukan, membuat analisis menggunakan metode 
SWOT dengan melihat aspek internal seperti kekuatan (strengths), dan kelemahan 
(weaknesses) dan faktor eksternal peluang (opportunities), dan ancaman (threats) serta 
membuat suatu rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah tentang 
kebijakan energi terbarukan seperti apa yang dapat diterapkan di daerah Indragiri Hilir. 
  
2.2 Energi Terbarukan 
Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbaharui dari SDA seperti cahaya 
matahari, angin, air, pasang-surut, panas bumi, biomassa, dan ombak. Meskipun menurut 
definisi tak terbatas, sumber energi terbarukan dibatasi oleh teknologi dan infrastruktur yang 
mampu mengubahnya menjadi energi berguna. Matahari adalah sumber energi terbarukan 
utama. Besarnya energi matahari yang mencapai permukaan bumi lebih 8000 x konsumsi 
energi final diseluruh dunia, atau memberikan 20 MW per orang (dengan jumlah populasi 
dunia saat ini) (Chadidjah dan Wiyoto, 2011). 
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2.2.1 Energi Geothermal 
Energi geothermal berasal dari penguraian radioaktif di pusat bumi, yang membuat 
bumi panas dari dalam, dan dari matahari, yang  membuat panas permukaan bumi. Dia dapat 
digunakan dengan tiga cara: 
1. Listrik Geothermal 
2. Pemanasan Geothermal, melalui pipa ke dalam bumi 
3. Pemanasan Geothermal, melalui sebuah pipa panas. 
 
2.2.2 Energi Surya 
Karena kebanyakan energi terbarui pusatnya adalah energi surya, istilah ini sedikit 
membingungkan. Namun yang dimaksud disini adalah energi yang dikumpulkan langsung 
dari cahaya matahari. Tenaga surya dapat digunakan untuk : 
1. Menghasilkan listrik menggunakan sel surya 
2. Menghasilkan listrik menggunakan pembangkit tenaga panas surya 
3. Menghasilkan listrik menggunakan menara surya 
4. Memanaskan gedung, secara langsung 
5. Memanaskan gedung, melalui pompa panas 
6. Memanaskan makanan, menggunakan oven surya. 
 
2.2.3 Tenaga Angin 
Perbedaan temperatur di dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang 
berbeda di dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda sehingga 
menghasilkan angin. Angin adalah materi udara bergerak yang dapat menggerakkan turbin. 
Turbin angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik. 
 
2.2.4 Tenaga Air 
  Energi air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Pada dasarnya, 
air di seluruh permukaan Bumi ini bergerak (mengalir). Di alam sekitar kita, kita mengetahui 
bahwa air memiliki siklus. Di mana air menguap, kemudian terkondensasi menjadi awan. Air 
akan jatuh sebagai hujan setelah ia memiliki massa yang cukup. Air memiliki massa jenis 800 
kali dibandingkan udara. Bahkan gerakan air yang lambat mampu diubah dalam bentuk lain. 
 
2.2.5 Biomassa 
Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomass-organisme atau 
produk dari  metabolisme mereka, seperti kotoran dari sapi. Biasanya bahan bakar bio 
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dibakar untuk melepaskan energi kimia yang tersimpan di dalamnya. Biomass dapat 
digunakan langsung sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar bio cair. 
Biomass yang diproduksi dengan teknik pertanian, seperti biodiesel, etanol, dan bagasse. 
 
2.2.6 Biofuel 
Biofuel adalah setiap bahan bakar baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan 
dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara 
tidak langsung dari limbah industri, komersil, domestik atau pertanian. Ada tiga cara untuk 
pembuatan biofuel : pembakaran limbah organik kering (seperti buangan rumah tangga, 
limbah industri dan pertanian); fermentasi limbah basah (seperti kotoran hewan) tanpa 
oksigen untuk menghasilkan biogas (mengandung hingga 60% metana), atau fermentasi tebu 
atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester; dan energi dari hutan (menghasilkan kayu 
dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar) 
 
2.2.7 Tenaga Hydro 
Tenaga hydro atau microhydro adalah energi yang melalui aliran air baik biasanya 
disungai yang dapat dipakai untuk membangkitkan listrik dalam daya tertentu. Secara teknis, 
alat pembangkit dipasang pada aliran sungai, kemudian energi yang dihasilkan disimpan atau 
dialirkan melalui pembangkit listrik (Chadidjah dan Wiyoto, 2011). 
 
2.3 Kebijakan Internasional yang Mendorong Energi Terbarukan 
2.3.1  Perjanjian Internasional 
2.3.1.1 KTT Bumi di Stockholm 
Laju pertambahan jumlah penduduk dunia, terutama negara-negara yang belum 
berkembang dan terbelakang, telah menimbulkan banyak masalah bagi umat manusia. 
Masalah-masalah tersebut antara lain kebutuhan pangan, pemukiman, lapangan kerja, 
kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang pada akhirnya berdampak pada masalah 
lingkungan hidup. Mengapa demikian? Karena adanya pertambahan penduduk dengan segala 
permasalahannya harus diselesaikan dengan pembangunan yang memerlukan ketersediaan 
energi yang cukup. Berbicara masalah energi pasti akan menyangkut masalah lingkungan 
karena pemakaian energi berdampak pada lingkungan, terutama energi yang diperoleh dari 
energi fosil. Selain itu pertambahan jumlah penduduk akan menambah jumlah limbah 
domestik dan juga limbah industri. Meningkatnya jumlah limbah domestik dan limbah 
industri sudah dapat dipastikan akan menambah masalah pada lingkungan (Wardhana, 2010). 
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Masalah-masalah tersebut di atas, yang banyak terjadi di negara-negara yang belum 
berkembang dan juga pada sebagian negara berkembang, telah menarik perhatian dunia, 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), untuk memikirkan penyelesaiannya. Untuk maksud 
tersebut, PBB telah melangsungkan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi yang membahas 
keadaan bumi dengan tema “Masa Depan Kita Bersama” (Our Common Future). Sidang PBB 
ini lebih dikenal dengan KTT Bumi atau “Summit Conference on Human Environmental, Our 
Common Future” yang diadakan di Stockholm, ibukota Swedia pada tanggal 15 Juni 1972. 
Hal-hal yang mendasari diselengggarakannya KTT Bumi di Stockholm tersebut antara lain 
adalah (Wardhana, 2010).: 
1. Kasus Teluk Minatama di Jepang yang banyak memakan korban akibat pencemaran 
Hg (air raksa) pada Teluk Minatama dan racun Hg terakumulasi pada ikan. Nelayan 
Jepang yang memakan ikan yang mengandung racun Hg tersebut setelah beberapa 
tahun mengalami kelumpuhan. 
2. Kasus Toyama di Jepang yang disebabkan pencemaran sungai Jintzu oleh logam 
Cadmium dari pengolahan tambang seng (Zn). Penduduk disekitar sungai Jintzu 
mengalami kerusakan pada sum-sum tulang belakang dan ginjal. 
3. Kasus Nebraska dan Ohama di Amerika yang memakan banyak korban yang 
disebabkan oleh keracunan logam Cobalt (Co) melalui minuman bir. 
4. Kasus serupa yang terjadi di Kanada, yaitu banyak orang sakit jantung, lambung dan 
badan lemah karena terkena racun logam Cobalt (Co) yang juga terdapat pada 
minuman bir. 
5. Kasus keracunan bahan insektisida yang terjadi dibanyak negara, terutama negara-
negara berkembang. 
Masalah-masalah tersebut diatas mendorong PBB untuk mengadakan KTT Bumi di 
Stockholm dan pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang membahas masalah 
lingkungan hidup secara global. Pada KTT Bumi di Stockholm banyak laporan tentang 
lingkungan yang mengejutkan banyak pihak sehingga lingkungan hidup harus mendapa 
perhatian dari semua negara. Melalui KTT Bumi ini disepakati konsep pembangunan 
berkelanjutan atau sustainable development yang harus memperhatikan kelestarian 
lingkungan hidup agar dapat diwariskan kepada anak cucu generasi mendatang (Wardhana, 
2010). 
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2.3.1.2 Protokol Rio De Janeiro 
Pertemuan yang di prakarsai oleh PBB ini diadakan di kota Rio De Janeiro, Brasil. 
Penyelenggaraan pertemuan ini bertepatan dengan peringatan ke 20 KTT Bumi yang sudah 
berlangsung di Stockholm. Pertemuan yang menghasilkan Protokol Rio De Janeiro ini 
diadakan pada tanggal 3-14 Juni 1992. Pada awalnya KTT Bumi di Rio De Janeiro masih 
membahas masalah lingkungan hidup sebagai kelanjutan pertemuan di Stockholm. Akan 
tetapi, oleh karena masalah lingkungan sudah dipengaruhi juga oleh adanya perubahan iklim, 
maka pertemuan KTT Bumi di Rio De Janeiro juga membentuk komisi atau kerangka kerja 
konferensi PBB untuk Perubahan Iklim atau United Nasional Framework Conversition On 
Climate Change disingkat UNFCCC (Wardhana, 2010). 
Pertemuan yang dihadiri oleh 103 kepala Negara dan 179 perwakilan negara-negara 
anggota PBB berjalan cukup lama karena materi yang di bahas cukup banyak, terutama 
materi yang mencakup masalah perubahan cuaca. Seperti diketahui, perubahan cuaca atau 
iklim, sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Menurunnya hasil panen karena 
perubahan cuaca ini menyebabkan bencana kelaparan melanda sebagian penduduk Afrika.  
Melalui pertemuan Rio De Janeiro ini dihasilkan suatu kesepakatan untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi sebab perubahan cuaca. Dinamakan gas rumah 
kaca karena gas-gas tersebut bisa menimbulkan efek rumah kaca, yaitu panas yang terkurung 
tidak bisa keluar seperti pada rumah kaca yang digunakan para petani untuk menanam 
sayuran atau bunga pada musim dingin. Pertemuan juga melakukan penggolongan Negara- 
Negara yang didasarkan pada seberapa banyak Negara tersebut ikut memberi andil pada 
emisi gas rumah kaca. Berdasarkan penggolongannya, disepakati ada dua golongan Negara 
yang andil dalam emisi gas rumah kaca (GRK), yaitu (Wardhana, 2010): 
Anex 1 : yaitu Negara-negara maju yang berkontribusi dalam emisi gas rumah kaca (GRK) 
melalui kegiatan industri dan transportasi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
Non-Anex 1 : yaitu Negara-negara berkembang yang berkontribusi dalam emisi GRK 
secara alami dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah daripada Negara-
negara Anex 1.  
Negara-negara Anex 1 diwajibkan menurunkan emisi GRK rata-rata sebanyak 5,2% 
dari tingkat emisi tersebut pada tahun 1990. Untuk memantau efektifitas protokol Rio De 
Janeiro, UNFCCC membentuk suatu otoritas tertinggi yang disebut Conference Of The 
Parties (COP) yang mengadakan pertemuan rutin setahun sekali atau kapan pun bila 
dipandang perlu. Disamping itu, UNFCCC juga membentuk dua badan tambahan yang 
dinamakan Subsidiary Body For Scientific And Technological Advice (SBSTA) dan 
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Subsidiary Body For Implementation (SBI). Kedua badan tambahan tersebut, SBSTA dan 
SBI mengadakan pertemuan dua kali setahun (Wardhana, 2010). 
 
2.3.1.3 Protokol Kyoto 
Pertemuan negara-negara anggota PBB yang berlangsung di Kyoto Jepang, pada 
desember 1997 adalah pertemuan lanjutan dari program UNFCCC yang telah dicanangkan 
lima tahun lalu sejak Protokol Rio De Janeiro ditanda tangani bersama. Perlu diketahui 
bahwa protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap UNFCCC. Protokol Kyoto adalah 
sebuah persetujuan internasional dibawah koordinasi PBB yang membahas masalah 
“pemanasan global”. 
Negara-negara yang telah meratifikasi protokol Kyoto ini bersepakat untuk 
bersungguh-sungguh mengurangi emisi gas CO2 (karbon dioksida) dan gas rumah kaca 
(GRK) lainnya. Secara garis besar, hasil protokol Kyoto dapat dijelaskan sebagai berikut : 
“Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan internasional yang sah yang mewajibkan Negara-
negara industri untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK) mereka secara kolektif sebesar 
5,2% dari tingkat emisi pada tahun 1990. Perlu diperhatikan bila tanpa protokol maka 
perkiraan emisi pada tahun 2010 akan berkurang menjadi sebesar 29%. Tujuan kesepakatan 
protokol Kyoto ini adalah mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca, yaitu CO2 
(karbon dioksida), CH4 (methana), N2O (Nitrous oksida), SF6 (sulphur hexafluoride), HFC 
(hidro floro carbon), dan PFC (perfluoro karbon) yang dihitung rata-rata selama 5 tahun dari 
tahun 2008 sampai tahun 2012. Adapun target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk 
eropa, 7% untuk Amerika Serikat, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia. Selain itu, ada 
penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia” (Wardhana, 
2010). 
Protokol Kyoto menurut kesepakatan bersama, akan diberlakukan pada hari ke90 
setelah tanggal dimana tidk kurang dari 55 pihak konvensi, termasuk Negara-ngera yang 
tergabung dalam Anex 1 yang bertanggung jawab kepada paling tidak 55% dari seluruh emisi 
CO2 pada tahun 1990 dari pihak Anex 1, telah memberikan alat ratifikasi mereka, 
penerimaan, persetujauan atau pemasukan. 
 Protokol Kyoto ini juga mengatur 3 mekanisme kerja yang telah mendapatkan 
kesepakatan bersama yaitu (Wardhana, 2010): 
1. Joint Implementation (JI), yaitu kerja sama antar Negara maju untuk mengurangi 
emsisi GRK yang mereka hasilkan. 
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2. Clean Development Mechanism (CDM), yaitu mekanisme pembangunan bersih 
berdasarkan win-win solution antar Negara maju dan Negara berkembang disini 
negara maju dapat berinvestasi di negara berkembang dalam proyek yang dapat 
mengurangi emisi GRK. Atas upaya tersebut, Negara maju bersangkutan akan 
mendapatkan imbalan berupa sertifikat Certificate For Emission Reduction (CER). 
3. Emission Tradding (ET), yaitu perdagangan emisi antara sesama Negara maju. 
Menurut catatan, sampai tanggal 3 Desember 2007, sejumlah 174 negara telah 
meratifikasi Protokol Kyoto. Indonesia menandatangani ratifikasi Protokol Kyoto pada bulan 
Desember 2004 melalui UU Nomor 17 tahun 2004. Dengan meratifikasi Protokol Kyoto, 
Indonesia akan banyak mendapatkan keuntungan, antara lain melalaui penyaluran dana CDM 
(Clean Development Mechanism). Dalam win-win solution tersebut, negara maju berinvestasi 
kepada negara berkembang dalam proyek yang dapat mengurangi emisi GRK dengan 
imbalan penguranag emisi bagi negara maju tersebut. Melalui CDM, Indonesia 
berkesempatan mengurangi GRK sebesar 300 juta ton, yang bernilai sebesar $1,26 Miliar. 
Dana yang cukup besar ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia (Wardhana, 
2010). 
 
2.3.1.4 KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua,Bali 
Pertemuan para pemimpin negara anggota PBB berlangsung di Nusa Dua, Bali, 
Indonesia pada 2007 dalam rangka memperingati 10 tahun Protokol Kyoto sekaligus 
mengevaluasi pelaksanaanya. KTT Perubahan Iklim Nusa Dua Bali tersebut membahas 
pemanasan global yang dianggap sebagai bahaya serius yang mengancam umat manusia pada 
beberapa dekade mendatang. Dampak pemanasan global mengancam semua negara dan umat 
manusia di bumi, tanpa melihat apakah negara tersebut pemasok emisi GRK atau tidak, tanpa 
melihat negara tersebut meratifikasi Protokol Kyoto atau tidak. Pendek kata, bumi akan 
mendapat bahaya akibat dari pemanasan global (Wardhana, 2010). 
KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali juga membahas evaluasi pelaksanaan 
Protokol Kyoto selama ini. Dalam sidang terungkap bahwa masih terdapat beda pendapat 
antara negara-negara Utara dan Selatan tentang pelaksanaan Protokol Kyoto. Negara-negara 
Utara adalah negara-negara industri yang mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai dalam 
Protokol Kyoto. Bahkan, negara-negara Utara dianggap telah memutar balikkan pembicaraan 
sehingga negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok G77 (Goverment 77) 
sulit menerima sikap mereka yang mebuat segalanya berjalan mundur. Peserta KTT 
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Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali umumnya kecewa dengan sikap Amerika Serikat, Kanada, 
Australia dan Jepang yang tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan pemanasan global.  
Hasil dari KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali antara lain menilai bahwa dari 3 
mekanisme kerja yang telah disepakati pada Protokol Kyoto yaitu Joint Implementation, 
Clean Development Mechanism dan Emission Tradding hanya CDM yang dapat berjalan 
efektif. Sementara untuk Joint Implementation dan Emission Tradding masih berjalan 
tersendat-sendat dan belum jelas hasilnya sehingga perlu peninjauan dan penyempurnaan 
lebih lanjut. Dalam KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali, telah disepakati adanaya The 
Bali Road Map yang berisi gagasan masa depan dalam rangka mengatasi masalah iklim. 
Adanya The Bali Road Map diharapkan memberikan suatu terobosan baru dalam mengatasi 
perubahan iklim akibat pemanasan global (Wardhana, 2010). 
 
2.3.2  Kelembagaan Energi 
2.3.2.1 The International Energi Agency (IEA) 
Badan energi internasional (International Energi Association-IEA) merupakan 
organisasi otonom internasional yang memiliki fungsi memastikan adanya energi yang dapat 
diandalkan, terjangkau dan bersih bagi negara-negara anggotanya yang saat ini berjumlah 28 
negara. IEA dipilih karena merupakan aktor terkemuka di bidang energi dengan track record 
yang luas dan resmi dengan keanggotaan yang terbatas, piagam yang telah di tandatangani 
oleh Negara-negara anggotanya, anggaran berdasarkan kontribusi anggota dan secretariat 
umum (Aryani, 2012). 
IEA didirikan pada tahun 1973 sebagai akibat dari krisis minyak pada masa itu. Peran 
awal IEA adalah membantu Negara-negara dalam mengkordinasikan respon-respon yang 
timbul akibat gangguan pasokan minyak dengan memberikan stok minyak darurat ke pasar. 
Meskipun hal ini masih menjadi peran utamanya, peran IEA telah berkembang dan meluas. 
IEA telah menjadi pusat dialog dunia mengenai energi yang menyediakan penelitian yang 
otoritatif dan tidak biasa, statistic, analisa dan rekomendasi. Terdapat 4 fokus utama IEA 
antara lain (Aryani, 2012): 
a. Keamanan energi (energi security) : mempromosikan keanekaragaman, efisisensi, 
dan fleksibilitas di semua sektor energi 
b. Ekonomi pembangunan (economic development) : memastikan adanya pasokan 
energi yang stabil untuk Negara-negara anggota IEA dan mempromosikan pasar 
bebas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan kemiskinan 
energi 
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c. Kesadaran lingkungan (environmental awareness) : meningkatkan pengetahuan 
internasional mengenai pilihan-pilihan dalam megatasi perubahan iklim 
d. Keterlibatan seluruh dunia (engangement world wide) : bekerja sama dengan Negara 
non anggota, terutama produsen dan konsumen besar, untuk menemukan solusi 
mengenai pembagian energi dan masalah lingkungan. 
 
2.3.2.2   The Group of Eight (G8) 
G8 dipilih karena merupakan proses KTT terbaik yang menytukan kepala 
pemerintahan dan pedana menteri serta telah sering menyoroti isu-isu energi. G8 dibentuk 
pada pertengahan tahun 1970 akibat adanya gangguan makro ekonomi yang menjadikan 
Negara-negara maju di dunia membentuk pertemuan untuk mengkoordinasikan kebijana 
ekonomi. Awalnya G8 diadakan sebagai perkumpulan kecil dan informal yang membahas 
masalah kebijakan makro ekonomi. Namun sejak akhir 1970, permasalahan yang dibahas 
meluas hingga masalah politik dan keamanan. 
Pada tahun 2004 pemimpin G8 mengarahkan perhatiannya kepada permasalahan 
energi terutama pada saat harga minyak mengelami peningkatan, ketergantungan terhadap 
minyak kepada Negara timur tengah, hingga meluasnya terorisme. Pada tahun 2005, G8 
membuat komitmen kuat dalam hal perubahan iklim, energi yang bersih dan pengembangan 
berkelanjutan setidaknya ada 63 pernyataan komitmen mengenai perubahan iklim dan energi 
yang disahkan dalam Gleneagles plan of actrion. Pada pertemuan di tahun 2008, G8 
membuat komitmen terkait masalah energi, termasuk mengadopsi negosiasi UFCCC dengan 
tujuan mengurangi 50% emisi global pada tahun 2050 (Aryani, 2012). 
 
2.3.2.3 The Asian Development Bank  (ADB) 
Asian Development Bank  dipilih karena merupakan anggota bank pengembangan 
multi lateral yang paling menonjol. Selain itu, keputusannya dalam peminjaman proyek, 
jaminan keuangan, dan promosi “best practice” yang dilakukan ADB mempengaruhi strategi 
dan pilihan kebijakan energi di beberapa Negara.  
 Asian Development Bank didirikan pada desember 1966 dengan 31 negara anggota 
yang membantu pertumbuhan ekonomi dan kooperasi di seluruh asia (kappagoda, 1995). 
Pada awal dekade pertama, ADB memfokuskan diri pada produksi makanan dan 
pengembangan pertanian. Namun saat ini, ADB memiliki misi bahwa tidak hanya 
pengembangan ekonomi yang menjadi fokus, namun juga pengembangan social dan good 
governance. ADB mulai memberikan pinjaman, asistensi teknis, saran dan informasi. 
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Setelah itu, ADB mulai memberikan investasi pada efisiensi energi dan sumber daya 
terbarukan melalui program energi bersih. ADB melihat investasi pada infrastruktur energi 
cara mengurangi kemiskinan, memfasilitasi liberalisasi dan restrukturisasi pasar, 
meningkatkan penggunaan bahan bakar bersih (seperti gas alam) di Asia, dan meningkatkan 
kerjasama regional dalam hal masalah energi (Aryani, 2012). 
 
2.3.2.4 The Renewable Energi And Energi Efficiency Partnership (REEEP) 
REEEP dipilih karena memberikan contoh peningkatan organisasi hibrid yang 
menarik para aktor swasta dalam upaya-upaya memecahkan masalah global. Pembentukan 
REEEP dipengaruhi oleh kebijakan G8 mengenai energi terbarukan dan berkelanjutan pada 
tahun 2001. Pemerintah, pebisnis, bank dan organisasi non pemerintah memutuskan 
menerapkan REEEP pada tahun 2002 di Inggris. Selama dua tahun, organisasi ini 
melaksanakan workshop dan mengidentifikasi energi terbarukan dan efisiensi energi sebelum 
ditetapkan sebagai organisasi non pemerintah internasional pada tahun 2004 di Vienna, 
Austria (REEEP, 2009).  
Misi REEEP adalah memfokuskan diri pada tiga area penting, yaitu mengurangi gas 
rumah kaca, meningkatkan akses menuju bentuk energi yang dapat diandalkan dan bersih di 
Negara berkembang, dan mempromosikan efisiensi energi. Tidak seperti organisasi 
internasional lainnya, REEEP dibiayai oleh sumbangan sukarela dan tidak membatasi 
anggota (Aryani, 2012). 
 
2.3.3 Perjanjian Regional dan Bilateral yang Melibatkan Indonesia 
2.3.3.1 Kerjasama Finlandia-Indonesia Mengenai Energi Terbarukan (Biomassa) 
 Krisis energi yang terjadi di dunia juga terjadi di Indonesia pada saat ini. Cadangan 
energi di indonesia terutama energi fosil (minyak bumi, batubara) semakin hari semakin 
menyusut. Pemerintah Indonesia sendiri sudah menjalin kerjasama dengan Pemerintah 
Finlandia berencana pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang dijembatani oleh 
Program Energi and Environment Partnership with Indonesia (EEP). Dalam pertemuan 
tersebut biomasa termasuk sampah dan air menjadi sumber energi alternatif yang harus 
ditingkatkan melihat dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Kerjasama dengan 
Pemerintah Finladia cukup tepat karena saat ini sumber energi Finlandia 80 persen bersumber 
dari biomasa.  
Hasil dari implementasi proyek yang didanai oleh EEP di bidang bioenergi, yang 
telah dimanfaatkan antara lain biogas lima belas desa menggunakan biogas dari limbah 
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pertanian dan 1 (satu) unit biogas dimanfaatkan pada pabrik tepung sagu, selain itu satu unit 
sistem gasifikasi biomasa dua reaktor menghasilkan gas bakar dibangun di satu kabupaten di 
Riau, dan tungku biomasa efisiensi tinggi dimanfaatkan di enam desa.  
Pada kesempatan kali ini EEP Indonesia memaparkan mengenai penyaluran dana 
yang dikeluarkan untuk 20 (dua puluh) proyek dan perpanjangan yang diantaranya adalah 
enam proyek yang merupakan sebuah keterkaitan dengan kelayakan ekonomi, ekologi dan 
sosial dari potensi keseluruhan investasi bioenergi. Studi kelayakan yang memanfaatkan 
semua potensi limbah dari kelapa sawit untuk pembangkit listrik dilaksanakan di Riau dan 
sekitarnya serta potensi kelapa dan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, kemudian tujuh 
proyek berupa demonstrasi proyek yang diimplementasikan di tingkat desa, tiga proyek 
berupa percontohan industri, dan empat proyek berupa peningkatan kapasitas (capacity 
building). Melalui kegiatan pertemuan ini diharapkan akan tercetus gagasan-gagasan baru 
bagi usaha pengembangan dan efisiensi energi dalam wujud hubungan kemitraan antar 
lembaga yang terkait dengan energi dan lingkungan hidup di kemudian hari. 
Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2010 Kementerian ESDM telah menerima 
bantuan teknis senilai 3 juta euro dari pemerintah Finlandia. Bantuan tersebut untuk jangka 
waktu hingga tahun 2014 mendatang. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBT) dan 
Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, bantuan dari pemerintah 
Finlandia itu akan diperpanjang untuk periode 2014 - 2017. Namun, ia menyatakan, nilai 
bantuan belum bisa diprediksi.  
Program Kerjasama dengan Pemerintah Finlandia di bidang energi dan lingkungan 
melalui Program Energi and Environment Partnership with Indonesia (EEP Indonesia), 
adalah sebuah program kerjasama yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Finlandia 
(MFA) dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan 
Konservasi Energi (DJEBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik 
Indonesia.  
Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses energi dengan memanfaatkan 
sumber energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak 
perubahan iklim di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah. Kegiatan EEP Indonesia Annual 
Forum 2013 ini merupakan salah satu kegiatan dalam kerangka kerjasama EEP Indonesia di 
tahun 2013, dimana kegiatan ini bertujuan untuk :  
a. Mempromosikan fasilitas pembiayaan EEP Indonesia dan menyebarluaskan hasil/ 
pengalaman dalam pelaksanaan proyek bioenergi di Indonesia, khususnya di Provinsi 
Riau dan Kalimantan Tengah.  
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b. Mempelajari tentang status dan potensi pemanfaatan bioenergi di Indonesia, 
khususnya di Riau dan Kalimantan Tengah; dan  
c. Bertukar pengalaman dan ketrampilan dari pelaksanaan proyek-proyek bioenergi dan 
peluang bisnis dan keuangan terkait dengan bioenergi(Tobing, 2014). 
 
2.3.3.2 Perjanjian Joint Crediting Mechanism 
 Joint Crediting Mechanism (JCM), merupakan inisiatif dari Pemerintah Jepang yang 
mendorong organisasi-organisasi swasta Jepang untuk berinvestasi dalam kegiatan 
pembangunan rendah karbon di Indonesia melalui insentif. Aktivitas JCM meliputi berbagai 
lingkup sektor, diantaranya efisiensi energi, energi terbarukan, deforestasi dan degradasi 
hutan, konstruksi, penanganan dan pembuangan limbah, fugitive emission, dan industri 
manufaktur. Indonesia berharap JCM dapat menjadi pilihan yang menarik untuk mendukung 
kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan pihak swasta maupun publik di 
Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan keberlanjutan 
lingkungan. 
Indonesia dan Jepang telah memulai diskusi dan negosiasi kerjasama JCM sejak 2010. 
Sampai dengan pertengahan 2013, telah dilakukan lebih dari 75 studi di Indonesia melalui 
kerjasama antara pihak perusahaan-perusahaan Jepang dan pihak Indonesia melalui 
perusahaan swasta maupun pemerintah pusat dan daerah. Studi kelayakan yang telah 
dilakukan mencakup bidang energi terbarukan,efisiensi energi, kehutanan, 
transportasi, carbon capture and storage dan pertanian. Hal ini membuktikan tingginya minat 
serta besarnya peluang dalam pengembangan proyek melalui JCM. 
Setelah proses negosiasi selama 3 tahun, Pemerintah Republik Indonesia 
dan Pemerintah Jepang menandatangani perjanjian kerjasama JCM pada Agustus 2013. 
Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Hatta 
Rajasa dan Pemerintah Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Fumio Kishida. Hal ini 
merupakan tonggak penting dalam pengembangan JCM dan menandakan resmi dimulainya 
program JCM di Indonesia. 
Unsur-unsur yang diusulkan terkait Mekanisme Kredit Bersama : 
a) Pemerintah Jepang memfasilitasi difusi dari teknologi, produk, sistem, jasa, dan 
infrastruktur rendah karbon terbaru termasuk implementasi dari langkah mitigasi dan 
berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan daripada negara tuan rumah. 
b) Mengevaluasi secara tepat seluruh kontribusi terhadap pengurangan atau penurunan 
emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dari negara tuan rumah (dalam hal ini, Indonesia) 
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secara kuantitatif, melalui langkah-langkah mitigasi yang terimplementasi di negara 
tuan rumah dan mengunakan pengurangan atau pemusnahan emisi tersebut untuk 
mencapai target pengurangan emisi dari negara tuan rumah 
c) Berkontribusi terhadap tujuan utama UNFCCC dengan memfasilitasi langkah-langkah 
global untuk pengurangan atau penurunan emisi (JCM Indonesia, 2016). 
 
2.3.4 Contoh Kebijakan Energi Terbarukan di Negara Lain 
2.3.4.1 Negara India 
India merupakan salah satu negara berkembang yang sangat baik dalam pembelajaran 
pemanfaatan energi baru dan terbarukan karena kebijakan pemerintah yang fokus dan 
sungguh-sungguh dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif banyak dan bervariasi, 
dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan integratif, 
termasuk kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan melalui 
penyediaan energi serta fasilitas penerangan. 
Pemerintah India, belum lama memberlakukan kebijakan baru penggunaan energi 
terbarukan untuk pembangkit listrik. Sebagai bagian dari program aksi nasional  tentang 
perubahan iklim, Pemerintah mewajibkan perusahaan listrik untuk menggunakan sumber 
energi terbarukan sebesar 5% dari total listrik yang dibangkitkannya. Kewajiban ini dimulai 
tahun 2009 dan ditargetkan akan tercapai pada akhir 2010. Selanjutnya porsi minimal sumber 
energi terbarukan terus ditingkatkan sebesar 1% setiap tahunnya untuk sepuluh tahun ke 
depan.  
Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan 
pemanfaatan energi terbarukan dan mengkampanyekan energi bersih dalam rangka 
menurunkan emisi karbon yang dihasilkan. Negara bagian Maharashtra telah mencapai 4%, 
sedangkan Karnataka and Tamil Nadu, negara bagian di sebelah selatan India,telah melampui 
target dengan pencapaian 10%. Hal ini tercapai berkat kemampuan kedua negara bagian 
tersebut memaksimalkan pemanfaatan potensi energi angin di wilayahnya. Negara bagian 
Karnataka lebih jauh menargetkanpembangkitan listri dari energi terbarukan sejumlah 5,450 
MW pada tahun 2012 dan 11.700 MW pada tahun 2018. 
 
Ministry of new and renewable energi merupakan instansi pemerintah di India yang 
bertugas untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan dalam rangka pemenuhan energi. 
Kebutuhan akan energi baru dan terbarukan melalui peningkatan produksi dalam negeri 
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sejalan dengan kebijakan diversifikasi energi dan direncanakan 2032 dapat mencapai 5-6% 
energi mix terutama untuk pemakaian batu bara dan minyak bumi. 
Kebijakan energi baru dan terbarukan terutama dilakukan terhadap sumber energi 
yang berasal dari Bahan Bakar Nabati (BBN), energi surya, energi bayu, dan energi 
mikrohidro. Program utama yang dilakukan terhadap pengebangan energi tersebut adalah 
untuk: 
a. Program pengembangan energi terpadu di pedesaan 
b. Pengembangan kelistrikan di desa tertinggal 
c. Biogas 
d. Energi terbarukan untuk daerah perkotaan dan industri. 
Pemenuhan kebutuhan kelistrikan merupakan kebijakan utama di India terutama 
dengan terbitnya Electricity Act pada tahun 2003 dan dilakukan melalui kebijakan energi baru 
dan terbarukan. Kebijakan BBN di India dilakukan melalui pengembangan biodiesel dan 
bioethanol. Kebijakan BBN mulai diterapkan oleh kementrian petroleum pada tahun 2005. 
Kebijakan pengembangan bioethanol diarahkan pada pemanfaatan molasses yang berasal dari 
komoditas tebu sehingga tidak mengganggu penyediaan gula.  
Pengembangan energi tenaga angin (bayu) di India ditujukan untuk memanfaatkan 
potensi tenaga angin sebagai sumber energi melalui penelitian serta penerapan secara lebih 
efisien. Energi surya di India dikembangkan untuk kawasan perkotaan, komersial dan 
perumahan sebagai sumber kelistrikan termasuk untuk water heating, serta di pedesaan yang 
belum dialiri listrik terutama sumber penerangan (ESDM, 2015). 
 
2.3.2 Negara Norwegia 
 Norwegia terletak dibagian utara Eropa yang memiliki penduduk dengan jumlah 
4,953,000 juta jiwa dan memiliki pertumbuhan 0,327 per tahun. Kondisi alam Norwegia yang 
terdiri dari glaciated, dataran tinggi dan pegunungan yang terjal namun memiliki lembah-
lembah yang subur, menyebabkan kebutuhan sektor transportasi meningkat. Bahkan dari 
tahun 1990 hingga tahun 2007, pertumbuhan sektor transpotasi merupakan yang tertinggi. 
 Secara umum, total konsumsi energi telah mengalami peningkatan dari 16.6 Mtoe 
(195 TWh) pada tahun 1990 hingga mencapai 19.2 Mtoe (226 TWh) pada tahun 2007 dan 
diperkirakan akan terus meningkat hingga 10 tahun ke depan. Sektor yang paling banyak 
menggunakan energi adalah industri, diikuti dengan sektor transportasi (Aryani, 2012). 
 Tenaga air ( hydropower) merupakan potensi sumber daya energi utama di Norwegia. 
Hal ini didukung dengan keadaan alam dan curah hujan tinggi di bagian Barat. Disamping 
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hydropower, sumber daya energi terbarukan Norwegia meliputi tenaga ombak, energi solar, 
tenaga angin dan biomass yang menghasilkan hingga 20 TWh per tahun. Sumber energi 
potensial lainnya adalah minyak bumi dan gas alam, dengan potensi minyak mencapai 13,2 
milyar SM3 OE dan gas alam Norwegia terkonsentrasi pada mini LNG (Aryani, 2012). 
 Produksi listrik Norwegia sanagat bergantung pada tenaga air. Maka dari itu untuk 
meningkatkan keamanan pasokan, Ministry of Petroeleum and Energi membuat suatu 
kebijakan (Aryani, 2012):  
a. Diversifikasi sektor energi (keamanan energi) 
b. Menciptakan pasar untuk solusi energi baru (daya saing) 
c. Fokus pada sisi suplai, transportasi dan permintaan (pendekatan yang 
mengintegrasikan efisiensi energi dan energi terbarukan) 
Norwegia memiliki target ambisius yakni mengurangi emisi rumah kaca sebesar 30 
persen pada 2020 dan menjadi netral terhadap karbon pada tahunn 2050.hal ini didorong akan 
adanya peningkatan energi efisiensi, fleksibilitas dalam pasokan energi, pengurangan 
ketergantungan, peningkatan porsi sumber daya terbarukan dalam energi mix (Aryani, 2012). 
 
 
2.4  Kebijakan Nasional yang Mendorong Energi Terbarukan 
2.4.1  Kebijakan Energi Nasional 
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan energi nasional (KEN) seperti tertuang 
dalam peraturan pemerintah No. 79 tahun 2014. KEN mengamanatkan presentase 
pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional minimal sebesar 
23% pada 2025 dan menjadi 31% pada 2050. Dengan target tersebut pengembangan EBT 
dapat dioptimalkan sekaligus dapat memanfaatkan energi yang ramah lingkungan dan 
mendukung pembangunan di daerah-daerah terpencil dan terisolasi (BPPT, 2015). 
KEN juga menargetkan bahwa rasio elektrifikasi mendekati 100% pada 2025. 
Pembangkit listrik dapat mencapai 115 GW pada tahun 2025 dan 430 GW pada tahun 2050. 
Sedangkan konsumsi energi per kapita pada tahun 2025 ditargetkan 1,4 TOE/kapita (1,07 
SBM/kapita) dan 3,2 TOE/kapita (23,02 SBM/kapita) pada tahun 2050. Diantaranya program 
kebijakan energi nasional Indonesia yaitu (BPPT, 2015): 
a. Program 35.000 MW 
Pemerintah menerapkan 109 proyek yang masuk dalam program pembangunan 
pembangkit listrik berkapasitas 35 GW selama periode 2015 sampai 2019. 
Diantara proyek pembangunan pembangkit listrik itu ada 74 proyek pembangunan 
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pembangkit listrik berkapasitas 25 GW yang dikerjakan dengan skema 
pengembangan listrik swasta (Independen Power Producer / IPP) dalam lima 
tahun ke depan, dan proyek lainnya berdaya 10 GW dikerjakan PLN. Proyek 
pembangunan pembangkit listrik tersebut dilakukan di wilayah Jawa-Bali (52%). 
Sumatera (28%), Sulawesi (10%), Kalimantan (7%), Nusa Tenggara (2%), 
Maluku (1%), dan Papua (1%). 
b. Diversifikasi Energi 
Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan biofuel, Kementerian ESDM 
menerapkan Permen ESDM No.12/2015 dengan campuran biodiesel mencapai 
15%(usaha mikro, transportasi, dan industri)  dan 25% untuk pembangkit listrik 
pada April 2015 dan meningkatkannnya menjadi 30% mulai Januari 2025. 
Dalam rangka diversivikasi energi sektor rumah tangga, pemerintah membangun 
jaringan gas kerumah tangga untuk mensubsitusi konsumsi minyak tanah dan atau 
LPG dengan gas bumi. Dengan Permen ESDM 20/2015 dan Kepmen ESDM 
333.7K/12/MEM/2015 menugaskan kepada PT PGN (Persero) untuk 
melaksanakan pengoperasian jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang 
dibangun oleh pemerintah. 
c. Konservasi Energi 
Pemerintah menerapkan Permen ESDM 18/2014 tentang pembubuhan label tanda 
lampu hemat energi untuk lampu swaballast sebagai pengganti Permen ESDM  
06/2011. Permen ESDM ini dibuat sebagai penyempurnaan Permen sebelumnya. 
Permen 18/2014 mengatur secara terperinci tentang posisi label hemat energi 
termasuk tingkat hemat (lumen/watt) sesuai dengan standar yang berlaku. 
Kebijakan terbaru tentang potensi pemanfaatan teknologi efisien di sektor industri 
ditetapkan dalam PP 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 
Nasional (RIPIN)2015-2035. 
d. Subsidi Energi 
Sampai tahun 2014 sebagian pemanfaatan energi di Indonesia masih disubsidi, 
antara lain bensin premium, minyak solar, biofuel  untuk transportasi, minyak 
tanah untuk konsumen tertentu, paket LPG tabung 3 kg, dan listrik konsumen 
tertentu. Karena besaran subsidi, khususnya subsidi energi makin membebani 
anggaran belanja negara, maka Pemerintah akhirnya mengurangi besaran subsidi 
energi agar ruang fiskal lebih longgar untuk alokasi dana bagi pelaksanaan 
program pembangunan yang lebih bermanfaat. 
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e. Feed in Tariff 
Regulasi feed in tariff (FiT) merupakan upaya kementerian ESDM  untuk 
mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Regulasi FiT dimulai tahun 2009 
dengan diterapkannya Permen ESDM 31/2009 tentang harga pembelian tenaga 
listrik PT PLN (Persero) dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi 
terbarukan skala kecil dan menengah atau kelebihan tenaga listrik. Regulasi FIT 
beberapa kali diperbarui dengan pertimbangan jenis energi terbarukan dan 
penyesuaian harga pembelian tenaga listrik. 
 
2.4.2  Kebijakan Energi Provinsi Riau 
Untuk mendorong pertumbuhan pemanfaatan sumber energi baru-terbarukan dan 
energi hijau, pemerintah wajib untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru 
dan terbarukan. Ketentuan ini telah dituangkan pada pasal-20 Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2007 tentang Energi. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam pasal-20 ayat(5) dan pasal-21 
ayat(3) bahwa badan usaha, usaha tetap atau perseorangan yang melakukan penyediaan dan 
pemanfaatan energi yang berasal dari sumber energi baru-terbarukan dapat memperoleh 
kemudahan dan/atau insentif dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. PT. PLN sebagai 
Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam penyediaan dan penyaluran tenaga listrik 
wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik energi baru-terbarukan yang 
berkapasitas sampai 10 Mega-wattt dengan harga seperti pada Tabel.2.1.Ketentuan ini telah 
diatur dalam pasal-1, pasal-2 dan pasal-3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Nomor 04 Tahun 2012  (Mufrizon dan Subekti, 2013). 
 
Tabel 2.1 Harga Tenaga Listrik Dari Pembangkit Tenaga Listrik Sumber Energi Baru Dan 
Terbarukan, Biomasa Dan Biogas Yang Wajib Dibeli PT. PLN Wilayah Sumatera. 
No Sumber Energi Pembangkit 
Tenaga Listrik 
Harga 
(Rp/Kwh) 
Faktor Insentif 
(F) 
Inter-Koneksi 
Ke 
1 Energi baru dan terbarukan 656xF 
1004xF 
1,2 
1,2 
JT 
M 
2 Biomassa dan biogas 975 
1.325 
1,0 
1,0 
JT 
M 
Sumber : Permen ESDM No. 04 Tahun 2012 
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Selanjutnya pasal-29 dan pasal-30 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 
menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi 
kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu Seminar Nasional Teknik 
Kimia:”Pengembangan Green Technology dan Green Energi”, UNRI 11 -12 Juli 2012 
pengetahuan dan teknologi dalam penyediaan dan pe- manfaatan energi, terutama energi 
baru-terbarukan dengan pendanaan melalui APBN dan APBD (Mufrizon dan Subekti, 2013). 
 
2.4.2.1 Potensi Dan Pemanfaatan Energi Baru- Terbarukan Di Propinsi Riau  
Propinsi Riau berpeluang untuk pengembangan dan pemanfaatan energi baru-
terbarukan, terutama sumber energi yang berasal dari limbah pengolahan ke- lapa sawit. 
Peluang itu terlihat dari luas lahan yang mencapai 2.103.175 Hektar dan jumlah pabrik 
pengolah an kelapa sawit (PKS) sebanyak 148 unit dengan total kapasitas produksi 6.137 
Ton/jam. Limbah hasil pengo- lahan dapat digunakan sebagai sumber energi Biomasa seperti 
Sabut buah sawit (fiber), Cangkang (shell), Tandan Buah kosong dan Biogas dari limbah cair. 
Berdasarkan informasi dari PTPN.V, untuk setiap hektar kebun sawit dapat menghasilkan 20 
ton Tandan Buah Segar (Fresh Fruit Bunch, TBS) per-tahun atau 4 ton CPO (Cruide Palm 
Oil) per-tahun (Mufrizon dan Subekti, 2013). 
 
2.5  Faktor Pendorong dan Penghambat Energi Terbarukan 
Kebijakan energi tidak serta merta terbentuk dengan sendirinya. Terdapat faktor-
faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi terjadinya kebijakan energi. Tidak ada 
satupun referensi ataupun teori yang secara pasti menyebutkan faktor-faktor penentu 
kebijakan ini. Namun, dalam setiap proses pengambilan kebijakan energi pada sebuah 
Negara, faktor-faktor ini, baik seluruh maupun sebagian selalu tampil dan menjadi 
pertimbangan pemerintah. Terdapat setidaknya 4 faktor yang secara sebagian atau seluruhnya 
mempengaruhi proses pembuatan kebijakan beberapa Negara di dunia seperti yang dapat 
dilihat pada tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Energi Terbarukan  
No Faktor Pendorong Faktor Penghambat 
1 Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi, 
meliputi : 
a. Memberikan bebas pajak selama 5 
tahun 
b. Memberikan insentif berupa keuangan 
Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi, 
meliputi : 
a. Subsidi BBM masih tinggi 
b. Proses administrasi yang memakan 
waktu lama 
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dalam pembangunan Energi 
Terbarukan 
c. Kebijakan harga yang menguntungkan 
d. Kebijakan pemerintah di sektor 
keuangan dan investasi diperlukan 
untuk memastikan harga guna 
menghindari ketidakstabilan harga 
BBM 
e. Meningkatkan persaingan di industri 
listrik 
f. Menawarkan insentif secara finansial 
untuk pembangkit listrik 
c. Besarnya biaya investasi 
pengembangan Energi Terbarukan 
d. Kurangnya sumber daya keuangan 
e. Biaya yang tinggi serta akses energi 
terbarukan yang terletak di daerah 
terpencil sehingga memerlukan 
modal yang besar 
f. Kurangnya dukungan dari 
perbankan dan lembaga keuangan 
dalam pengembangan Energi 
Terbarukan 
2 Faktor Lingkungan dan Pertumbuhan 
Transportasi, meliputi : 
a. Banyaknya kendaraan bermotor yang 
menyebabkan emisi 
b. Menerapkan standar emisi pada 
kendaraan bermotor 
c. Sumber daya alam yang melimpah 
untuk Energi Terbarukan sebagai 
pembangkit listrik 
d. Energi Terbarukan sudah mulai 
dikembangkan seperti solar cell, 
biomass dan mikrohidro  
Faktor Lingkungan dan Pertumbuhan 
Transportasi, meliputi : 
a. Rendahnya kesadaran masyarakat 
terhadap lingkungan 
b. Belum tercapainya pelaksanaan 
peraturan tentang standar emisi 
c. Jauhnya jarak antara beban dan 
pembangkit 
d. Masih bergantung terhadap 
pembangkit yang menyebabkan 
polusi seperti: PLTD dan PLTU 
3 Perkembangan Teknologi dan Harga 
Energi Dunia, meliputi : 
a. Sudah dimulainya pembangunan 
pembangkit dari Energi Terbarukan 
b. Teknologi bervariasi dari Energi 
Terbarukan 
c. Subsidi feed in tariff untuk Energi 
Terbarukan 
Perkembangan Teknologi dan Harga 
Energi Dunia, meliputi: 
a. Besarnya nilai investasi Energi 
Terbarukan 
b. Sumber daya manusia yang kurang 
c. Harga energi dunia yang fluktuatif 
4 Jumlah Penduduk dan Kondisi Politik Jumlah Penduduk dan Kondisi Politik 
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Dalam Negeri, meliputi : 
a. Pembangkit listrik yang terletak di 
perkotaan 
b. Kurangnya energi fosil untuk 
memenuhi permintaan energi 
c. Banyaknya instansi pemerintahan di 
Indonesia 
Dalam Negeri, meliputi : 
a. Tidak meratanya letak pemukiman 
penduduk 
b. Jumlah permintaan energi fosil yang 
meningkat 
c. Masih sulitnya mendapat perizinan 
untuk pembangunan Energi 
Terbarukan 
 
 
2.6  Alur Penyusunan Kebijakan Energi Nasional dan Daerah 
 
Gambar 2.1 Struktur Perencanaan Energi Nasional 
(Sumber: Abduh, 2015) 
RUEN adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat 
nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas 
sektor untuk mencapai sasaran KEN (Pasal 1 butir 1). 
1. Ruang Lingkup Perpres 1 meliputi (Pasal 2):  
a. Penyusunan RUEN  
b. Penyusunan RUED – P dan RUED – Kab/ Kota, dan  
c. Peran masyarakat  
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2. Perpres 1 bertujuan memberikan pedoman dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, 
RUED-P bagi Pemerintah Provinsi, dan RUED-Kab/kota bagi Pemerintah 
Kabupaten/Kota; dan mewujudkan konsistensi materi dan keseragaman sistematika 
dalam penyusunan RUEN & RUED (Pasal 3).  
3. RUEN, RUED disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan 
partisipasi (Pasal 4).  
4. Pemerintah menyusun rancangan RUEN berdasarkan KEN (Pasal 6 ayat 1).  
5. Rancangan RUEN disusun oleh Menteri dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah, 
serta memperhatikan pendapat dan masukan dari Masyarakat (Pasal 6 ayat 2).  
6. Dalam menyusun rancangan RUEN, Menteri membentuk Tim Penyusunan Rancangan 
RUEN (Pasal 9 ayat 1). 
7. memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat (Pasal 11 ayat (1))  
8. Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:  
a. Asosiasi yang terkait di bidang energi  
b. Perguruan Tinggi, dan  
c. Anggota masyarakat lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang energi  
9. Menteri menyampaikan rancangan RUEN kepada Dewan Energi Nasional  (Pasal 12 (2))  
10. Rancangan RUEN ditetapkan oleh Ketua KEN. Dalam hal DEN terdapat perbedaan 
pendapat dan/ atau ada masukan atas rancangan RUEN, maka DEN melakukan 
pembahasan bersama dengan Kementerian (Pasal 13 ayat 11)  
11. Rancangan RUEN hasil pembahasan ditetapkan sebagai RUEN oleh Ketua DEN (Pasal 
13 ayat 2))  
12. Penetapan RUEN dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan DEN (Pasal 14)  
13. RUEN ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah KEN ditetapkan. 
 
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (Perpres No. 1 Tahun 2014) adalah :  
1. Pemerintah Provinsi menyusun rancangan RUED-P dengan mengacu pada RUEN  
2. Penyusunan rancangan RUED-P dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dengan 
mengikutsertakan : Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemangku Kepentingan.  
3. Rancangan RUED-P paling sedikit memuat:  
a. Kondisi Energi saat ini dan di masa mendatang.  
b. Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi daerah berupa target yang 
ditetapkan dan target yang akan dicapai.  
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c. Kebijakan dan Strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, 
strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.  
4. RUED-P ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, paling lambat (satu) tahun 
setelah RUEN ditetapkan. 
 
2.7 Metode Analisis 
 Analisis adalah proses penyusunan data yang dapat ditafsirkan dimana analisis data 
merupakan tahap suatu proyek penelitian yang mencoba menjawab pertanyaan, “apa yang 
telah kita temukan?” dan “apa yang diungkapkan oleh data”. Kemudian dalam analisis data 
ini apa yang orang lakukan terhadap kuisioner, wawancara, dokumen, data eksperimen, 
catatan kancah (lapangan), atau data lain yang dikumpulkan selama berlangsungnya proyek 
penelitian. Analisis ini biasanya dikerjakan setelah selesai pengumpulan data, sebagai 
penulisan dan pelaporan hasil penelitian. Terdapat beberapa metode analisis yang dapat 
digunakan dalam penelitian, seperti analisis SOAR (Strenghts, Opportunities, Aspirations, 
Results), PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Services), dan 
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
Diantara ketiga metode tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-
masing metode tersebut. Akan tetapi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan 
suatu rekomendasi yang tepat untuk di terapkan di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga 
diperlukan suatu metode analisis yang dapat melihat dari faktor internal dan eksternal dari 
kebijakan tersebut. Maka di pilihlah metode SWOT. Metode SWOT adalah metode analisis 
yang dapat digunakan dalam berbagai  kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam 
metode SWOT kita dapat melihat dan menyimpulkan ke empat faktor-faktor yang 
menjadikan suatu keputusan untuk menjadi lebih kuat. Seperti kekuatan (Strengths), 
kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang mungkin 
terjadi dalam pencapaian suatu tujuan dari kegiatan proyek atau usaha, institusi atau lembaga 
dalam skala yang lebih luas. Oleh sebab itulah metode SWOT ini dipilih. 
 
2.7.1 Metode SWOT 
Analisis SWOT adalah suatu metode  perencanaan strategis yang digunakan untuk 
mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), 
peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang mungkin terjadi dalam pencapaian 
suatu tujuan dari kegiatan proyek atau usaha, institusi atau lembaga dalam skala yang lebih 
luas. Untuk keperluan tersebut diperlukan suatu kajian dari aspek lingkungan baik yang 
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berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang mempengaruhi pola strategi proyek, 
institusi atau lembaga dalam mencapai tujuan. 
Analisis SWOT dilakukan dalam suatu matrik, yang memaparkan secara jelas 
bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh kegiatan proyek atau usaha 
dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat 
menghasilkan empat set kemungkinan alternative strategis seperti ditunjukkan pada tabel 2.3 
berikut ini. 
 
Tabel 2.3 Matriks SWOT 
            Internal strategic  
                                factors analysis (IFAS) 
Eksternal strategic 
 factors analysis (EFAS) 
STRENGHTS (S) 
Tentukan faktor-faktor 
kekuatan internal 
WEAKNESSES (W) 
Tentukan faktor-faktor 
kelemahan internal 
   
OPPORTUNITIES (O) 
Tentukan faktor peluang 
eksternal 
STRATEGI SO 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan peluang 
STRATEGI WO 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 
untuk memanfaatkan peluang 
TREATHS (T) 
Tentukan faktor ancaman 
eksternal 
STRATEGI ST 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk mengatasi ancaman 
STRATEGI WT 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 
dan menghindari ancaman 
Sumber : Rangkuti, 2009 
 
2.7.1.1 Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT 
Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitaif melalui 
perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar 
diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan yang dilakukan 
melalui tiga tahap, yaitu (Rangkuti, 2009) :  
1. Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor setta jumlah total perkalian 
skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktor S-W-O-T; Menghitung skor (a) masing-
masing point faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah point 
faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengeruhi penilaian terhadap point faktor 
lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian namun 
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yang lazim digunakan adalah dari 10 sampai 100, dengan asumsi nilai 10 berarti skor 
yang paling rendah dan 100 berarti skor yang paling tinggi.  
Sedangkan perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara 
saling ketergantungan dengan nilai 1 sampai 4 dengan asumsi 1 berarti bobot yang 
paling rendah dan 4 berarti bobot yang paling tinggi.  
2. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O 
dengan T (e) seperti yang dapat dilihat pada rumus 2.1 dan rumus 2.2 dibawah. ; 
Perolehan angka (d = x) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara 
perolehan angka (e = y) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y. 
d = S – W        (Rumus 2.1) 
e = O – T        (Rumus 2.2) 
3. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT. 
Setelah melakukan tiga hal diatas maka dapat dibuat kurva seperti yang ditunujukkan 
pada gambar 2.2 berikut. 
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Gambar 2.2 Kurva SWOT 
(Sumber: Rangkuti,2009) 
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1. Kuadran I (positif, positif) 
Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi 
strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan 
mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar 
pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. 
2. Kuadran II (positif, negatif) 
Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan 
yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi, 
artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat 
sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar 
bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenya, organisasi disarankan 
untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. 
3. Kuadran III (negatif, positif) 
Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. 
Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya organisasi 
disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama 
dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki 
kinerja organisasi. 
4. Kuadran IV (negatif, negatif) 
Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan 
besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, artinya 
kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi 
disarankan untuk meenggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal 
agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya 
membenahi diri (Rangkuti,2009). 
